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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
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Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan atas  Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik .

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); '

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun.2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); -
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ........cccceenen. Nomor
........... Tahun ...... tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ..........

dan

GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA*) ARG ERISONIUNUERADE

* MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ (nama
daerah) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN .......cceenne
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran............. sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah 121 o KOOSR
2. Belanja Daerah 1o TR o
Surplus/(Defisit) Rp...' ..........................

3. Pembiayaan Daerah:
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Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp............

b. Dana perimbangan sejumlah Rp............

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp............

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumiah Rp............

b. Retribusi daerah sejumlah Rp............

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp ............
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumiah Rp............

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumiah Rp............

b. Dana alokasi umum sejumlab Rp............

¢. Dana alokasi khusus sejumiah Rp............

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp............

b. Dana darurat sejumlah Rp............

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp............

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp............

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp............ :

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp............
b. Belanja Langsung sejumiah Rp............

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdm
dari jenis belanja:

Belanja pegawai sejumiah Rp............

Belanja bunga sejumlah Rp............

Belanja subsidi sejumlah Rp............

Belanja hibah sejumlah Rp............

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp............

Belanja bagi hasil sejumlah Rp............

Belanja bantuan keuangan sejumiah Rp............

Belanja tidak terduga sejumiah Rp............

Semean oW

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja pegawai sejumiah Rp............
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C. Belanja modal sejumiah Rp............

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp............
b. Pengeluaran sejumlah Rp............

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

3)

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumiah Rp............

mpango

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp............

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp............
Penerimaan pinjaman daerah sejumtah Rp.........

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp............
Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp............

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

o

pembentukan dana cadangan sejumlah Rp............

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp............
c. Pembayaran pokok utang sejumiah Rp............
d. Pemberian pinjaman daerah sejumiah Rp............

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1,
2.

© ® N o

11,

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;




[image: image7.png]-136-

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di ..........ccooueeneee
pada tanggal ...........cceeeeee

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA"...........

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**) Perda ini dinyatakan sah
pada tanggal ..................

Diundangkan di .......
pada tanggal ...........
SEKRETARIS DAERAH .... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota),

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN ...... NOMOR .........

Keterangan :

) coret yang tidak perlu

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati atau
Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui
bersama.

#*)
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B. RINGKASAN APBD

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH

NOMOR
TANGGAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN ............

Nomor .
Urut Uraian Jumiah
1 2 3
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 Retribus! Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2 Dana perimbangan .
1.21 Dana Bagi Hasll Pajak/ Bagi Hasll Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasl Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat .
1.3.3 Dana Bagl Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Jumiah Pendapatan
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.2 Belanja bunga
2.1.3 Belanfa subsidi
2.1.4 Belanja hibah
2.15 Belanja bantuan sosial
2.16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Da
Pemerintahan Desa :
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2 Belanja barang dan jasa
2.2.3 Belanja modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)




[image: image9.png]-138 -

Nomor .
Urut Uraian Jumiah
i 2 3

3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan dana cadangan
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
3.14 Penerimaan pinjaman daerah
3.15 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah

Jumliah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

Jumlah_pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Keterangan :
*)  coret yang tidak perlu

................

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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C. RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
LAMPIRANIT : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN ............
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Tidak Lan Jumiah
Langsung gsung Belanja
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB .
1 01 Pendidikan
1 01 | - 01 |Dinas Pendidikan
1 01 | 02 [Kantor Perpustakaan Daerah
1 01} 03 |Dst.........
1 02 Kesehatan
1 02 | 01 |]Dinas Kesehatan
1 02 | 02 !Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 { 03 [Rumah Sakit Jiwa
1 02 | 04 |Rumah Sakit Paru-paru
i 02 | 05 |Rumah Sakit Ketergantungan Obat
1 02{ 06 |Dst.............
1 ]03 Pekerjaan Umum
1 03 | 01 |Dinas Pekerjaan Umum
1 03 | 02 [Dinas Bina Marga
1 03 1| 03 |Dinas Pengairan
1 03 | 04 |Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota
1 03 | 05 {Dinas Cipta Karya
1 03 | 06 |(Dst...............
1 | 04 Perumahan
1 04 | 01 |Dinas Permukiman
1 04 | 02 }Dinas Pemadam Kebakaran
1 04 | 03 |Dinas Pemakaman
1 ] 04 ] 04 |Dst.............
1 105 Penataan Ruang
1 105 | 01 |Dinas Tata Ruang
1 051} 02 |Dst........
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 [ O1 |BAPPEDA
1 06 | 02 |Dst...cocrrurncns
1107 Perhubungan
1 07 | 01 |Dinas Perhubungan
1 107 (02 jDst......
1|08 Lingkungan Hidup
1 08 | 01 |Dinas Lingkungan Hidup
1 08 | 02 |Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
1 08 {03 |Dinas Pertamanan
1 08 | 04 [Dinas Kebersihan
1 08 | 05 [Dst...cocnrrrnan
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Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Tidak Jumlah
Langsung Langsung Belanja
1 2 3 4 5 6
1 109 Pertanahan
1 09 | 01 |Badan Pertanahan Daerah
1 09 | 02 [Dst....eerern
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 | 01 |Dinas Kependudukan dan Caatatan Sipil
1 10 § 02 |Dst.....conne.n.
1 11 Pemberdayaan Perempuan
1 11 | 01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan
1 11 02 1Dst.....coennns
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 | 01 |Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah
1 12 | 02 |Dst.....ccoouunne
1 |13 Sosial
1 13 | 01 |Dinas Sosial
1 13 | 02 |Dst..rersesrnenas
1 14 Tenaga Kerja
1 14 | 01 !Dinas Tenaga Kerja
1 14 | 02 |Dst.....coenree.
1 15 Koperasl dan Usaha Kecil Menengah
1 15 | 01 |Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 | 02 |Dst......oon....
1 16 Penanaman Modal .
1 16 | 01 |Badan Penanaman Modal Daerah
1 16 | 02 {Dst.............
1 17 Kebudayaan
1 17 | 01 |Dinas Kebudayaan
1 17 | 02 ]Permuseuman
1 17 | 03 |Dst......c.c........
1 18 Pemuda dan Olah Raga
1 18 | 01 |]Dinas Pemuda dan Olah Raga
1 18 | 02 |Dst.............
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 | 01 [Dinas Kesbang Linmas
1 19 | 02 |Dinas Ketentraman dan Ketertiban
1 19 | 03 |Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 | 04 [Dst.....conee...
1 120 Pemerintahan Umum
1 20 | 01 |Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 | 02 |Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
1 20 | 03 |Sekretariat Daerah
1 20 | 04 |Sekretariat DPRD
1 20 | 05 |Badan Pengelola Keuangan Daerah
1 20 | 06 |Badan Penelitian dan Pengembangan
1 20 | 07 |Badan Pengawasan Daerah
1 20 | 08 |Kantor Penghubung
1 20 { 09 |Kecamatan
1 20 | 10 {Kelurahan
1 20 11 [Dstiiciiiiinnas
1 21 Kepegawaian
1 21 | 01 |Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 21 | 02 [Badan Kepegawalan Daerah
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Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Tidak Jumlah
Langsung .
Langsung Belanja
1 2 3 4 5 6
1 21 | 03 {Dst........
1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 | 01 }Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 | 02 |Dst.....cverreceee .
1 ]23 Statistik
1 23 | 01 |Badan Statistik Daerah
1 23 | 02 |Kantor Statistik Daerah
1 23 | 03 (Dst...............
1 (24 Kearsipan
1 24 { 01 {Kantor Arsip Daerah
1 24 | 02 |Dst.............
1 25 Komunikas! dan Informatika
1 25 | 01 !Dinas Informasi dan Kormunikasi
1 25 | 02 {Kantor Pengolahan Data Elektronik
1 25 | 03 {Dst....cccueennae
2 URUSAN PILIHAN
2 | 01 Pertanian
2 | 01 | O1 [Dinas Pertanian
2 01 | 02 |Dinas Perkebunan
2 01 { 03 |{Dinas Peternakan
2 01 | 04 |Dinas Ketahanan Pangan
2 01 | 05 |Dst.ceccernnrns
2 02 Kehutanan
2 02 | 01 ]Dinas Kehutanan
2 02 | 02 |Dst.......conuc.c.
2 {03 Energi dan Sumberdaya Mineral
2 03 | 01 |}Dinas Pertambangan
2 03 | 02 |Dst..........
2 | 04 Pariwisata
2 04 | 01 |Dinas Pariwisata
2 | 04 | 02 |Kebun Binatang
2 04 | 03 |Dst.....ccoueeeenee
2 | 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 | 01 |Dinas Kelautan dan Perikanan
2 05 | 02 |DSt..vcrccerrennen
2 06 Perdagangan
2 06 | 01 |Dinas Perdagangan
2 06 | 02 |Dinas Pasar
2 06 | 03 [Dst.....cuee
2 | 07 Perindustrian
2 07 | 01 |Dinas Perindustrian
2 07 02 [Dst.......cocoensns
2 08 Transmigrasi
2 | 08 | 01 |Dinas Transmigrasi
2 | 08 | 02 [Dst...........
Jumlah

SURPLUS/(DEFISIT)
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PEMBIAYAAN
Kode Urusan Pemerintahan Daerah PEMBIAYAAN SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN NETTO
1 2 3 4 5=3-4 6
20 Pemerintahan Umum
03 |Sekretariat Daerah/ BPK D
......... Aangaal................

(tanda tangan)

(nama lengkap)




[image: image14.png]- 143 -

D. RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..........
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ............

URUSAN PEMERINTAHAN ! X.XX,
ORGANISASI $ X0 XX XXs ssserser
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 . 4
xxx| xx ] 0000 4 PENDAPATAN DAERAH
XXx|xx 00001} 41 1 Pendapatan asli daerah
XxXx{xx J00100f 4 [ 1| 1 |HasilPajak Daerah
X0 ¢ | 001 00| 4] 1| 2 | Hasil Retribusi Daerah
Xax| xx |00 {00] 4 | 1 ]| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
XXX xx {00100} 4|1} 4 | Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
X0¢) Xt 0] 4] 2 Dana perimbangan
Xxx| xx | 0000} 4| 2] 1 | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Xxxp ¢ {00{00] 4 | 2 | 2 | Dana Alokasi Umum
xxx| xx | 00 4|2 Dana Alokasi Khusus
xxxlxx {00100} 413 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
X2 xx [00 00| 4] 31 1 | DanaPenyeimbang dari Pemerintah
X.X%| XX 00| 4] 3| 2 | Danadarurat
xa0¢| xx 00| 4 | 3 | 3 | Pendapatan Hibah
xxx| xx 1 00|00} 4 | 3 | 4 | Bagl hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota "
xx¢| xx | 00| 00| 4 | 3| 5 { Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota *
xxx) xx }00[00] 4 | 3 | 6 | Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya
Jumlah Pendapatan
X000 |00 100! 5 BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
Xaoc x| 0000 5[ 1 [ 1 [ Belanja Pegawai
Xxxt xx |00 00! S | 1| 2! Belanja Bunga
xxx| xx [00100] 5] 1| 3 | Belanja Subsidi
Xax| xx ] 00100} 5] 1 (| 4 | Belanja Hibah
x| xx [ 001 00] 5[ 1 [ 5 | Belanja Bantuan Sosfal
XxX) xx 10000} 5] 1| 6 | Belanja Belanja Bagi Hasll
XX} xx | 001001 5} 1 | 7 | Belanja Bantuan Keuangan
xy0( xx 1 00100] 5| 1} 8 | Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
X0 e 1 oxx Program .....
Xxx| xx oo | oo Kegiatan .....
XXX XX [ xx [xx{ 5] 2| 1 [ Belanja pegawal
xxottxx P jxx {5 | 2 1 2 | Belanja barang dan jasa
x| o [ xx jx{ 5 {21 3 |Belanja modal
X0 | o | x| xx Keglatan .....
XX xx fxx jxx{ 5 [ 2 [ 1 ] Belanja pegawal
xo0x| xx | xx [xx | 5| 2| 2 | Belanja barang dan jasa
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
XXX xx | xx Program .....
X0C] D00 |00 | XX Kegiatan .....
xxx] xx [ xx | xx{| 51 2 | 1 | Belanja pegawai
¢ xx fxx | xx | 5| 2 | 2 | Belanja barang dan jasa
xox| xx | xx | xx | S { 2 ] 3 | Belanja modal
X% xx XX Kegiatan .....
X0} K xx| 51 21 1| Belanja pegawai
xox) xx x| xx | 5] 2 Belanja barang dan jasa
s 5 SR
Jumilah Belapja
Surplus/(Defisit)
xxxt xx { 00]00] 6 PEMBIAYAAN DAERAH
xyxx[xx |00 |00 | 6 | 01 Penerimaan pembiayaan
xxf xx | 00 [ 00 ] 6 | 01| 1 | SiLPATahun Anggaran sebelumnya
xxx| xx | 00|00} 6 { 01 | 2 | Pencairan dana cadangan
xxx|xx |00 [ 00} 6 { 01 | 3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
xxx| xx [ 00100} 6 | 01 | 4 | Penerimaan pinjaman daerah
x| xx | 00{00| 6 [ 01| 5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman
xxx| xx { 00| 00| 6 | 01| 6 | Penerimaan piutang daerah
Jumlah penerimaan pembiayaan
xxx| x| 00100} 6 | 02 Pengeluaran pembiayaan
x.xx| xx | 00 6 | 02 | 1 | Pembentukan dana cadangan
x| ¢ {00]00] 6 | 02 ] 2 | Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
xx| yx [ 00 ] 00| 6 | 02| 3 | Pembayaran pokok utang
x| xx {00]00{ 6 | 02| 4 | Pemberian pinfaman daerah
Jumiah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
Keterangan : .
*) coret yang tidak periu
v danggal... s

Gubernur/Bupati/Walikota*).....

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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- ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

BELANJA  MENURUT URUSAN

LAMPIRAN IV

NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAHAN  DAERAH,

: PERATURAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ............

Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi
Kode ’ . ’ Barang Jumlah
Program dan Kegiatan Pegawai dan Jasa Modat
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 URUSAN WAJIB
1|01 Pendidikan
1101101 Dinas Pendidikan
1§ 01]01 | xx Program ......
1] 0101 | »x | x| Kegiatan ..... .
11 01{02 Kantor Perpustakaan Daerah
11 01}02{ xx Program .....,
1 { 01§02 ] xx | »xx | Kegiatan
1| 01|03 [0 HUR
1402 Kesehatan
1| 02f0t Dinas Kesehatan
1 02] 01 | xx Program ......
1 02} 01 | xx | xx | Kegiatan .....
1] 02|02 Rumah Sakit Umum Daerah
1] 02|02 ] xx Program ......
1] 0202 ] xx | xx | Keglatan .....
1] 02]03 Rumah Sakit Jiwa
1] 02} 03 | xx Program ......
1| 02| 03 | xx { xx | Keglatan .....
1§ 02|04 Rumah Sakit Paru-paru
11020104 xx Program ......
1 | 02| 04 } ¢ | xx | Kegiatan ...,
1| 0208 Rumah Sakit Ketergantungan Obat
1 02] 05 | »x Program ......
1} 02] 05§ »x | xx | Kegiatan .....
1| 02106 Dst....
1103 Pekerjaan Umum
1 0301 Dinas Pekerjaan Umum
1103]01 ] x Program ......
1 103 )01 | x| x| Kegiatan .....
1103} 02 Dinas Bina Marga
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Uraian Urusan, Organisasi,

Jenis Belanja

Kode . | Barang Jumlah
Program dan Kegiatan Pegawai | .. asa | Modal
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 103]02]| xx Program ......
1103102 xx Kegilatan .....
110303 Dinas Pengairan
1 103103 xx Program ......
1 103103 | xx Kegiatan .....
1103104 Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota
1 103 ]04} xx Program ......
1103104 xx Kegiatan .....
1 |03]05 Dinas Cipta Karya
1 {031051] x Program ......
1 03|05 xx Kegiatan .....
1 10306 Dst....
1704 Perumahan
1 104101 Dinas Permukiman
1[04 ]01 [ xx Program ......
1 104]|01 | xx Kegiatan .....
1 [04(02 Dinas Pemadam Kebakaran™
104702 xx Program ......
1 (04]02 7 xx Kegiatan .....
1 10403 Dinas Pemakaman®
1 104103} xx Program ......
1 104]03 | xx Kegiatan .....
1104104 Dst...coonirnninnene
1 |05 Penataan Ruang
1 {05]01 Dinas Tata Ruang”
1 105|011 | xx Program ......
1 ]05 |01 | xx Kegiatan ...,
1105402 [ 52
1|06 Perencanaan Pembangunan
1 106101 BAPPEDA
1 {0601 | xx Program ......
1106101 ] xx Kegiatan .....
1106 |02 Dst.....cooccrerens
1,07 Perhubungan
1107101 Dinas Perhubungan
1107101 | xx Program ......
1107101 | xx Kegiatan .....
1 [07]02 [0 S
1]08 Lingkungan Hidup
1 ]|108]0t Dinas Lingkungan Hidup
1 {08)01 | xx Program ......
1 108 |01 | xx Kegiatan .....
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Uraian Urusan, Organisasi,

Jenis Belanja

Kode Barang Jumlah
Program dan Kegiatan Pegawal dan Jasa qual
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
108 02. Daerah
1 108} 02 | x Program ......
110802 xx Keglatan .....
1 {08}03 Dinas Pertamanan
110803 xx Program ......
1 108]03]| x Keglatan
1 {08104 Dinas Kebersihan
1 108704 ] xx Program ......
110804 xx Keglatan
1]08]{o05 {215 TN
1]09 Pertanahan
1 109701 Badan Pertanahan Daerah
1 10901 ] xx Program ......
1 109]01} xx Kegiatan .....
1109102 Dst.....
110 Kependudukan dan Catatan Sipit
1110]01 Dinas Kependudukan dan Caatatan Sipil
1 110} 01 ] xx Program ......
11107101 ) xx Keglatan .....
111002 Dst....oceernrenee
11]11 Pemberdayaan Perempuan
1 ]11]01 Dinas Pemberdayaan Perempuan
1 ]11]01] xx Program ......
1 111]01 ] xx Kegiatan .....
1 111]02 Dst....oconeerennce
1112 Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
112101 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah
112101 ] xx Program
1 ]12]01 ] xx Kegiatan .....
1{12{02 (215, AU
113 Sosial
1113101 Dinas Sosial
1 113101 ) xx Program ......
1 113101 ] xx Kegiatan .....
1 113]02 DSt.....crvuerense
114 Tenaga Kerja
1114]01 Dinas Tenaga Kerla
1 ]114]01 ] xx Program ......
1 ]14]01 ]} Kegiatan .....
1114702 Dst.......ccouvecns
1115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11501 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
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Uraian Urusan, Organisasi,

Jenis Belanja

Kode . Baran Jumiah
Program dan Kegiatan awai 9
9 9 Peg dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1115101 xx Program ...... i
1 11501 | xx Kegiatan .....
111502 DSt
1 {16 Penanaman Modal
1116 |01 Badan Penanaman Modal Daerah
1116 |01 [ xx Program ......
1 {1601 | xx Kegiatan ....,
1|16 ] 02 Dst...cvvvinneinns
117 Kebudayaan
1 {1701 Dinas Kebudayaan
117101 | xx Program ......
1 11701} xx Kegiatan
111702
1 ]17102 | xx
111702 | xx
1]17]03
1 )18 Pemuda dan Olah Raga
1118{01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
111801} xx Program ......
1 {18101 | xx Kegiatan ..... .
1|18 |02 Dst.....ococernrnenns
1119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
1119|101 Dinas Kesbang Linmas
1119101 | xx Program ......
1 (19 }01 | x Kegiatan .....
1 119]02 Dinas Ketentraman dan Ketertiban
1119 |02 | xx Program ......
111902 | xx Kegiatan .....
1119103 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
111903} xx Program ......
171903 | xx Kegiatan .....
1 ]|19]|04 DSt....cecrmrenininn
1 (20 Pemerintahan Umum
112003 Sekretariat Daerah
1 (20103 | x Program ......
1 }120}03 | xx Kegiatan .....
1120104 Sekretariat DPRD
1120/ 04 ] xx Program ......
112004 | xx Kegiatan .....
1120105 Badan Pengelola Keuangan Daerah
112005 | xx Program ......
1 120105 { xx- Kegiatan .....
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Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi
Kode ! " ! . | Barang Jumfiah
Program dan Kegiatan Pegawai dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 (2006 Badan Penelitian dan Pengembangan
112006 xx Program ......
1 {2006 xx Kegiatan .....
112007 Badan Pengawasan Daerah
112007 [ xx Program ......
1120107 | xx Kegiatan .....
1120108 Kantor Penghubung
1 12008 | xx Program ......
1120108 | x Keglatan ..
1120109 Kecamatan
112009} xx Program ......
1 1201038 | xx Kegiatan .....
11200 10 Kelurahan
1120110 | xx Program ......
1 ]20] 10 | xx Keglatan .....
112011 Dst.....ccoounnne .
1|21 Kepegawalan
1{21]|01 Badan Pendidikan dan Pelatihan
121101 ] xx Program ......
1721901 ) Kegiatan .....
1121102 Badan Kepegawaian Daerah
1121102 | xx Program ......
112102 | xx Kegiatan .....
1 j21]03 Dst...oininieriaeas
1|22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1122101 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
112201 [ xx Program ......
1122101 | Kegiatan .....
1 (22|02 DSt..cricerernsns
1123 Statistik
1 23|01 Badan Statistik Daerah
112301 | xx Program ......
1123 (01| xx Keglatan ....,
1123]03 {01 A
1/24 Kearsipan
1 124}01 Kantor Arsip Daerah
1124]01x Program ......
1124101} xx Kegiatan .....
112402 DSt....ccorerecnsen,
1125 Komunikasl dan Informatika
1 {2501 Dinas Informasi dan Komunikasi
1 ]125]01 | xx Program ......
1125101 | xx Kegiatan .....

e
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Uraian Urusan, Organisasi,

Jenis Belanja

Kode . . | Barang Jumiah
Program dan Kegiatan Pegawai dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
12502 Kantor Pengolahan Data Elektronik
1125102} x Program ......
129102 | xx Kegiatan .....
1 {25]03 DSt..ovevereeennnne
2 URUSAN PILIHAN
2 |01 Pertanian )
2101}01 Dinas Pertanian
2 10101} x Program ......
2 10101 ] xx Kegtatan .....
2 |01 02 Dinas Perkebunan
2 1011402 xx Program ......
2 10102 | xx Kegiatan .....
2 |01¢03 Dinas Peternakan
2 10103 x Program ......
2 101103) xx Keglatan .....
20104 Dinas Ketahanan Pangan
2 10104 | xx Program ......
2 {0104 xx Keglatan .....
2 {0105 [ SR
2102 Kehutanan
2 {02]01 Dinas Kehutanan
2 102]01 ) xx Program ......
2102101 xx Keglatan .....
2 |02]02 [0 S
2 |03 Energi dan Sumberdaya Mineral
2 0301 Dinas Pertambangan
2103101 [ x Program ......
2 103101 | xx Keglatan .....
2 |03]|02 [0, TR
2 (04 Pariwisata
2 |04 01 Dinas Pariwisata
2 {04 |01 | xx Program ......
2 10401 | xx Kegiatan .....
2 10402 Kebun Binatang
2 10402 xx Program ......
2 10402 | xx Kegiatan .....
2 104103 [0, AR
2 |05 Kelautan dan Perikanan
2 ]05(01 Dinas Kelautan dan Perikanan
2 10501 xx Program ......
2 10501 xx Kegiatan .....
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Jenis Belanja
Uraian Urusan, Organisasi
Kode ’ ! Barang Jumiah
Program dan Kegiatan Pegawai dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 [ 0502 Dst....ocvvrveanne
2 |06 Perdagangan
2 106 )01 Dinas Perdagangan
210601} xx Program ......
2 10601 | x Keglatan
2 10602 Dinas Pasar
2 {06102 xx Program ......
2 106102 xx Kegiatan .....
2 (0603 o] SO
2 )07 Perindustrian
2 {07101 Dinas Perindustrian
2 |07 01| xx Program ......
2 10701} xx Kegiatan .....
2 |07 |02 Dst.....
2 |08 " | Transmigrasi
2108101 Dinas Transmigrasi
2 10801 | xx Program ......
2 (08|01 xx Kegiatan .....
2 10802 Dst....
Jumiah|

* Untuk Kabupaten/Kota
Lo

) coret yang tidak perlu

weeeneny tanggal............

GUBERNUR/BUPATT/WALIKOTA™.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAMPIRAN V

NOMOR
TANGGAL

DALAM  KERANGKA

t PERATURAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN ............

VODE URATAN JENIS BELANIJA JUMLAH
PEGAWAI DB AA:.IJ‘:SGA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
01 Pelayanan umum
01 | 1 | 06 | Perencanaan Pembangunan
01 | 1| 20 | Pemerintahan Umum
01 | 1} 21 | Kepegawaian
01 | 1| 23 | Statistik >
01 | 1| 24 | Kearsipan
01 | 1| 25 | Komunikasi dan Informatika
02 Pertahanan
03 Ketertiban dan keamanan
0311119 ﬁ:isa::;an Bangsa dan Politk Dalam
04 Ekonomi R
04 | 1| 07 | Perhubungan
04 | 1 | 14 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04 | 1| 15 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
04 | 1| 16 | Penanaman Modal
04 | 1| 22 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 | 2 | 01 | Pertanian
04 | 2 | 02 | Kehutanan
04 | 2 | 03 |Energi dan Sumberdaya Mineral
04 | 2 | 05 | Kelautan dan Perikanan
04 | 2 | 06 |Perdagangan
04 | 2 | 07 |Perindustrian
04 | 2 | 08 | Transmigrasi
05 Lingkungan hidup
05 { 1 | 05 | Penataan Ruang
05 | 1| 08 | Lingkungan Hidup
05 | 1§ 09 | Pertanahan
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URAIAN JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
BARANG
PEGAWAI DAN JASA MODAL .
1 2 4 5 6=3+445
06 Perumahan dan fasilitas umum
06 [ 1| 03 | Pekerjaan Umum
06 | 1! 04 | Perumahan
07 Kesehatan
07 02 | Kesehatan
07 | 1| 12 | Keluarga Berencana
08 Pariwisata dan budaya
08 17 | Kebudayaan
08 | 2 | 04 | Pariwisata
09 l I Agama
10 Pendidikan
10 | 1| 01 | Pendidikan
©10 | 1| 18 | Pemuda dan Olah Raga
_—il 1 Perlindungan sosial
11 | 1| 10 | Kependudukan dan Catatan Sipll
11 | 1 | 11 | Pemberdayaan Perempuan
10 | 1 | 12 | Keluarga Sejahtera
10 | 1} 13 j Soslal
! coret yang tidak perlu
......... , tanggal................

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA"
(tanda tangan)

(nama lengkap)
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G. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)...... o
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN .......

ESELON NON ESELON
GOLONGAN/RUANG JUMLAH

TENAGA
I |IX(KIX|IV V FUNGSIONAL STAF

Golongan IV/e

Golongan IV/d

Golongan IV/c

Golongan Iv/b

Golongan IV/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan III/d

Golongan I1I/c

Golongan III/b

Golongan ITl/a

JUMLAH GOLONGAN III

Golongan I1/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan 11/a

JUMLAH GOLONGAN II

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN 1

TOTAL

*) coret yang tidak periu

......... , tanggal...............

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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CARA PENGISIAN:

Judul
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Jumiah

Diisi nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran.

Diisi dengan nomor urut jenis piutang daerah dan/atau nama debitur.

Diisi dengan seluruh jenis piutang daerah dan/atau nama debitur yang belum
memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah (belum tertagih) mulai dari
sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan, Jenis piutang dimaksud dapat
diuraikan secara berturut-turut berdasarkan objek pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Diisi dengan tahun pengakuan terjadinya piutang daerah terhadap setiap jenis
piutang/debitur.

Diisi dengan jumlah kumulatif dari sejak terjadinya piutang daerah sampai dengan
2 (dua) tahun terakhir belum dapat ditagih dari pihak yang bersangkutan, seperti
pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah.

Diisi dengan perkiraan jumlah piutang yang akan bertambah sampai dengan 1
(satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Kolom ini selain untuk
memperkirakan penambahan baik terhadap jenis piutang dan/atau debitur yang
lama maupun untuk mencatat adanya jumlah piutang yang baru dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

Diisi dengan perkiraan pengurangan atas jumlah piutang berkenaan yang akan
diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang
direncanakan. '
Diisi dengan perkiraan Saldo Piutang Daerah dari setiap jenis/debitur yang belum
tertagih sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang
direncanakan.

Diisi dengan jumlah seluruh piutang daerah sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir
belum dapat ditagih, perkiraan seluruh jumlah piutang daersh yang akan
bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang
direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas jumlah piutang daerah yang
akan diterima Kas Daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran
yang direncanakan dan perkiraan jumlah Saldo Piutang Daerah yang belum
tertagih sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang
direncanakan.
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CARA PENGISIAN:

Judul
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7

Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

Jumlah .

Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota dan tabun anggaran

Dilsi dengan nomor urut penyertaan modal (investasi) daerah

Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya/dilakukan penandatanganan perjanjian penyertaan modal
(investasi) daerah

Diisi dengan seluruh nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga tempat disertakannya
modal pemerintah daerah. Nama lembaga/badan usaha atau perusahaan pihak ketiga dimaksud secara
berturut-turut dicantumkan mulal dari saat pertama kali penyertaan modal (investasi) daerah sampai
dengan yang dianggarkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Diisi dengan peraturan daerah (nomor, tahun, tentang) yang menjadi dasar hukum penyertaan modal
(investasi) daerah

Diisi dengan bentuk penyertaan modal (investasi) daerah dapat berupa saham, deposito berjangka atau
dalam bentuk penyertaan lainnya.

Diisi dengan jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal daerah
Diisi dengan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran lalu apabila untuk
pemenuhan modal dilakukan secara bertahap

Dilsi dengan jumlah modal yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD
tahun berkenaan

Diisi dengan jumiah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun yang direncanakan dengan cara
menjumiahkan kolom 7 dan kolom 8.

Dilsi dengan sisa jumlah modal yang belum disertakan atas penyertaan modal (investasi) daerah
berkenaan dengan mengurangkan kolom 6 dengan kolom 9.

Diisl dengan jumlah hasil/deviden/bagian laba/bunga dari hasil penyertaan modal dalam tahun anggaran
yang direncanakan. .

Diisi dengan jumliah pengembalian modal atau rencana penarikan investasi untuk dijual dan/atau
dialihkan ke tempat lain (apabila ada)

Diisi dengan jumlah sisa modal (investasi) daerah yang disertakan sampai dengan tahun anggaran
berkenaan dengan mengurangkan kolm 9 dengan kolom 12.

Diisl dengan seluruh jumlah modal yang harus disertakan sesuai dengan perjanjian penyertaan modal
daerah, jumiah seluruh modai (investasi) daerah yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran
lalu, jumiah seluruh modal (investasi) daerah yang akan disertakan dan dianggarkan dalam pengeluaran
pembiayaan APBD yang direncanakan, jumlah seluruh sisa modal (investasi) daerah yang belum
disertakan sampai dengan tahun anggaran yang direncanakan, jumlah seluruh hasil/deviden/bagian
laba/bunga dari hasil penyertaan modal (investasi) daerah yang akan diterima kas daerah dalam tahun
anggaran yang direncanakan dan jumiah seluruh pengembaltan modal atau rencana penarikan investasi
untuk dijual dan/atau dialihkan ke tempat lain dalam tahun anggaran yang direncanakan.
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J. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

LAMPIRAN IX

:  PERATURAN DAERAH

NOMOR
TANGGAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)..coi0nes

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN.......
‘ (Dalam rupiah)

No Jenis aset tetap Saldo . Perkiraan Perkiraan Pe;:;;zan
. pada akhir penambahan pengurangan .
daerah tahun n-2 tahun n-1 tahun n-1 pada akhir
tahun n-1
1 2 3 4 5 6 = 3+4-5
1
2
3
4
dst
Jumiah
*) coret yang tidak perlu
S e Jganggal...............

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA"...
(tanda tangan)

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN:

Judul

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6

Jumlah

Diisi nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran.

Diisi dengan nomor urut jenis aset tetap daerah.

Diisi dengan seluruh jenis asset daerah.

Dilsi dengan saldo asset tetap daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran
yang direncanakan.

Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun
sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Diisi dengan perkiraan aset tetap yang akan berkurang sampal dengan 1 (satu) tahun sebelum
tahun anggaran yang direncanakan.

Diisi dengan perkiraan saldo aset tetap daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun sebelum
tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumiahkan kolom 3 dan kolom 4 untuk
selanjutnya dikurangi kolom 5.

Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset tetap daerah sampal dengan 2 (dua) tahun terakhir,
perkiraan seluruh jumlah aset tetap daerah yang akan bertambah sampail dengan 1 (satu)
tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh pengurangan atas
jumlah aset tetap daerah sampal dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang
direncanakan dan perkiraan jumiah saldo aset tetap daerah sampai dengan 1 (satu) tahun
sebelum tahun anggaran yang direncanakan,
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K. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

LAMPIRANX  : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥*).........

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN.......
Dalam rupiah)_

Saldo Perkiraan Perkiraan Perla(‘i‘r’aan
No. Jenis Aset Lainnya pada akhir penambahan pengurangan pa;a a:hlr
tahun n-2 tahun n-1 tahun n-1 tahun n-1
1 2 3 4 5 6 = 3+4-5
1
2.
3.
4.
dst
Jumiah
*) coret yang tidak perlu
......... ,gtanggal............

GUBERNUR/BUPATI/WALIKa'i'A')....
(tanda tangan)
(nama lengkap)

CARA PENGISIAN:

Judut Diisl nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran,

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut jenis aset lainnya daerah.

Kolom 2  Diisi dengan seluruh jenis aset daerah.

Kolom 3  Diisi dengan Saldo pada akhir tahun n-2

Kolom 4  Diisl dengan perkiraan aset lainnya yang akan bertambah sampai dengan 1 (satu) tahun
sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 5  Diisi dengan perkiraan aset lainnya yang akan berkurang sampai dengan 1 (satu) tahun
sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 6  Diisi dengan perkiraan saldo aset lainnya daerah pada akhir tahun pada 1 (satu) tahun
sebelum tahun anggaran yang direncanakan dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom
4 untuk selanjutnya dikurangi kolom 5.

Jumlah Diisi dengan jumlah seluruh saldo aset lainnya daerah sampai dengan 2 (dua) tahun
terakhir, perkiraan seluruh jumiah aset lainnya daerah yang akan bertambah sampai
dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, perkiraan seluruh
pengurangan atas jumlah aset lainnya daerah sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun
anggaran yang direncanakan dan perkiraan jumlah saldo aset lainnya daerah sampai
dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
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CARA PENGISIAN:

Judul
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9

Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tahun Anggaran

Diisi dengan nomor urut Dana Cadangan yang direncanakan

Diist dengan tujuan pembentukan dana cadangan atau seluruh nama kegiatan atau proyek-proyek
pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah/pelayanan masyarakat  vyang
pendanaanya direncanakan bersumber dari dana cadangan mulal sejak sampal dengan terakhir
kali pemerintah daerah melaksanakan dana cadangan.

Diisi dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dilengkapi dengan nomor
dan tahun.

Diisi dengan besarnya dana cadangan yang harus dipenuhi/disisihkan dari Kas Daerah sesuai
dengan peraturan daerah.

Diisi dengan jumlah saldo awal dana cadangan atas kegiatan berkenaan yang tersedia pada
rekening dana cadangan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Diist dengan jumlah yang akan ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan
yang berkenaan dalam tahun anggaran yang direncanakan,

Diisi dengan jumlah yang digunakan dalam tahun anggaran yang direncanakan atau ditransfer
dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Daerah.

Diisi dengan jumiah posisi saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran yang
direncanakan.

Diisi dengan sisa jumlah dana cadangan yang belum dicadangkan untuk setiap kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari dana cadangan.
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CARA PENGISIAN:

Judul Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut pinjaman daerah

Kolom 2 Diisi dengan nama lembaga/instansi yang memberi pinjaman mulai sejak pemerintah
daerah melakukan pinjaman sampai dengan tahun terakhir melakukan pinjaman.

Kolom 3 Diisi dengan dasar hukum pinjaman/obligasi.

Kolom 4 Diisi dengan nomor, tanggal dan tahun perjanjian pinjaman

Kolom 5 Diisi dengan jumlah/besarnya pinjaman daerah sebagaimana disebut dalam surat
perjanjian pinjaman.

Kolom 6 Diisi dengan jangka waktu pinjaman.

Kolom 7 Diisi dengan persentase bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman

Kolom 8 Diisi dengan tujuan penggunaan dana pinjaman

Kolom 9 & 10  Diisi dengan jumlah besaran cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan

Kolom 11 & 12

Jumlah

dibayar dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Diisi dengan jumiah sisa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang
direncanakan masth harus dibayar sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

Diisi dengan jumiah cicilan pokok, bunga dan denda pinjaman yang akan dibayar
dalam tahun anggaran yang direncanakan dan jumlah seluruh sisa pembayaran
cicilan pokok dan bunga pinjaman yang direncanakan masih harus dibayar sampai
dengan akhir jangka waktu pinjaman.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.
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LAMPIRAN A. XV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGER1
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL : 15 Mei 2006

FORMAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
BESERTA LAMPIRAN

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....cccccunvncanes
NOMOR ..... TAHUN .....ccovueennee
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....ceracenecenne

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *).....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama; ‘

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun .... yang
dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan
plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara
pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal ........ bulan
...... tahun ......;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota  ................. Tahun  Anggaran
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ......... Tahun ........... | tentang
Pembentukan Daerah ................ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ......... Nomor ......... , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ....... );
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DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
NOMCR '
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥*),........
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN.......
Dasar hukum Bentuk Jumlah Jumiah modal Jumlah modal Hasil J‘;';::h modal J“'m:: fisa
Tahun Nama penyertaan penyertaan penyertaan yang telah Penyertaan yang telah  Sisa modal yang| penyertaan it akalz a tasia
No. Penyertaan |Badan/Lembaga modal modal 3 modal disertakan modal tahun ini disertakan belum modal y:itzrima n;_es rhl)(ay ang
Modal / Pihak Ketiga (investasi) (investasi) (investasi} sampai tahun sampai dengan disertakan (investasi) kembali tahun " d =
daerah daerah daerah anggaran lalu tahun ini daerah tahun ini Ini Sangha:mei:igan

1 2 3 4 5 & 7 8 9=748 10=6-9 11 12 13=9-12
1.

2.

3.

4.

S.

6.

Dst

JUMLAH
Keterangan :
......... Aanggal.......cccoeene

*) coret yang tidak perlu

-

(tanda tangan)

(nama lengkap)

AL



[image: image39.png]L. DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN

INI

L. TAHUN PERTAMA LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥).........
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN n
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan
Jumilah Anggaran dalam tahun ini
TAHUN n-1 | Jumiah Realisasi s.d (Rp)
No. Kode Judul kegiatan akhir TAn-1 TAn
ARED PER:::: An APBD UBAHAN APBD
PER AP
TAN-1 TAn1
1 2 3 4 5 6 7 8
1. )
2. o
3. L
4, '
5.
dst.
Jumlah
? coret yang tidakperlu . ,tanggal .....,.....
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA™ ...
(tanda tangan)

( nama lengkap)
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DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

LAMPIRAN XTI : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥*).........
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN.......
Jumiah dana . . Sisa dana yang
No. Tujuan pembentukan ':)::‘ab';::::; ca_dangan yang Saldo Awal Tkr::sdf:;;ahn Tran::zrmk: kas Salc(l::)kh ol belum
dana cadangan dana cadangan drren(c;;\)akaﬂ (Rp) (Rp) Rp) dlcaz!;;)gkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _
1 &
2
3
4
dst
Jumiah
* coret yang tidak periu
...... . tanggal .....,.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA') .....

‘ (tanda tangan)

(nama lengkap)
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LAMPIRAN X111 : PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)........... T
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN .......
Jumlah pembayaran Jumlah
Tangggal/ Tahun Jumlah Persentase tahun ini sisa pembayaran
Sumber pinjaman Dm::‘;nk‘;m lg_er_janjian Pinjaman/ l!ilai i h;?':;::::m 'bgnga pe::;::gan (Ro) (Re)
Ne daerah Obligasi Pltl)‘lﬁirg“:s.;l Nomln(aipt!)bllgasl (tahun) pm)aa/uman pinjaman Pi:?::l:n Bunga Pi:?::u';n Bunga
Daerah Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
1 o

2

3

4
dst

Jumiah
) coret yang tidak periu
........ Jganggal..........
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA".....
(tanda tangan)

(nama lengkap)

- 691 -
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H. DAFTAR PIUTANG DAERAH
LAMPIRAN VII :
NOMOR
TANGGAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...cvnues
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN.......
. Perkiraan
No Uraian rincian Tahun pengakuan Js::laahi ﬁ:'nta:g Perkiraan Perkiraan saldo
* piutang piutang ta?\un n-g penambahan pengurangan akhir tahun
' tahun n-1 tahun n-1 tahun n-1
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
19
A
Jumiah
Keterangan :
*) coret yang tidak periu
......... Jtanggal................
: GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥).....
(tanda tangan)

-

(nama lengkap)



